KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)

Menimbang

Mengingat

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM

: a. Bahwa agar perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dikelola
berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilkukan dengan tertib dan disiplin;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Perbekel tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Desa Tahun Anggaran 2023.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);



6.

7.

8.

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Derah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 200
Nomor 38);

Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 - 2026 Lembaran Desa
Bebandem Tahun 2020 Nomor 2);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

14. Peraturan Desa Bebandem Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Bebandem
Tahun 2023 Nomor 4);

15. Peraturan Desa Bebandem Nomor 5 Tahun 2023
nmambm, Perubahan Atas peraturan Desa Nomor 6
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa
Bebandem Tahun 2023 Nomor 5);

16. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 11 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Perbekel
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
(Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN
: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten

Karangasem Tahun Anggaran 2023, sebagaimana

tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibuat
dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Karangasem
sebagai bagian daari pelaksanaan tugas dan kewajiban
Perbekel.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem
m.mn gmm& 24 Januari 2024.




